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ABSTRAK 

 

 

Nama :  Muchamad Ali Safa’at 
Program Studi :  Ilmu Hukum 
Judul :  Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan 

Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004) 
 

Disertasi ini membahas tentang pembubaran partai politik di Indonesia 
pada kurun waktu 1959 sampai 2004, baik dari sisi pengaturan hukum maupun 
praktik pelaksanaannya serta prospek pengaturan di masa yang akan datang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan 
pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa dalam kurun waktu 1959 hingga 2004 pada masing-masing periode, yaitu 
Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat ketentuan yang berbeda-beda 
tentang pembubaran partai politik. Pada kurun waktu tersebut juga terjadi 
beberapa praktik pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk baik 
berdasarkan hukum yang berlaku maupun tidak. Di masa yang akan datang perlu 
dilakukan pengaturan yang lebih mendetail terkait dengan alasan pembubaran, 
pemohon, proses peradilan, serta akibat hukum pembubaran partai politik. 

 

Kata kunci: 

Kebebasan berserikat, demokrasi, pembubaran partai politik. 
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ABSTRACT 

 

 

Name :  Muchamad Ali Safa’at 
Study Program :  Law 
Title :  The Dissolution of Political Party in Indonesia (Analisys of 

the rule and practices of the Dissolution of Poltical Parties 
Since 1959 Until 2004) 

 

 

The focus study of this disertation is the law and practices of the 
dissolution of political parties in Indonesia since 1959 until 2004, and how it 
should be ruled in the future. This research is a normative research that use 
historical dan comparative approach. The result is tha there were laws concerning 
the dissolution of political parties between 1959 until 2004 for each period, Orde 
Lama, Orde Baru, and Reformasi. Some political parties had dissolved at that time 
with various ways, whether based on positive law or not. The reseacher sugest 
that The law concerning the dissolution of political party in the future should be 
more detail especially about the ground or reason of dissolution, applicant, court 
process, and the consequences. 

 

Key words: 

Freedom of association, democracy, dissolution of political party. 
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